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ABSTRAK 

Perubahan status Jakarta dari Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus 

Jakarta merupakan konsekuensi yuridis dari pemindahan ibu kota negara ke Ibu 

Kota Nusantara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. 

Perubahan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2024 jo Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus 

Jakarta. Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

mencerminkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, 

khususnya terkait fungsi, kewenangan, dan kedudukan Jakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perubahan status tersebut berdasarkan 

hukum positif serta menilai kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber bahan 

hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, 

khususnya UU No. 2 Tahun 2024, UU No. 151 Tahun 2024, serta Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, 

jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara 

deduktif dengan menjadikan AUPB sebagai dasar pengujian terhadap kebijakan 

perubahan status Jakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Jakarta menjadi 

Daerah Khusus membawa implikasi yuridis yang signifikan, terutama dalam 

penyesuaian struktur pemerintahan daerah, perubahan hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah, serta pergeseran fungsi Jakarta dari pusat 

pemerintahan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Jakarta tetap 

merupakan daerah otonom dengan kekhususan tertentu yang bersifat asimetris, 

namun tetap mempertahankan prinsip demokrasi lokal. Dari perspektif AUPB, 

perubahan status tersebut telah memenuhi asas legalitas karena memiliki dasar 

hukum yang jelas. 

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan, 

khususnya terkait penerapan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian 

hukum. Hal ini terlihat dari belum optimalnya peraturan pelaksana, potensi 

tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan transparansi dalam proses 

kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan 

penerapan prinsip-prinsip AUPB agar perubahan status Jakarta dapat berjalan 

secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh 

pemangku kepentingan. 
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